Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang PPATK

Praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan
PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU).
Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam empat puluh
rekomendasi dari Fanancial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima
laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial

Intelligence Unit (FIU).?

Financial Intelligence Unit (FIU) adalah lembaga permanen yang khusus
menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu
infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan
pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan
memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan
persoalan yang cukup rumit, melibatkan organized crime yang memahami

berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang

Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak
Pidana Pencucian Uang. Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan
bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of
Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, pada tanggal 6 Mei
2003.
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menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada

umumnya dilakukan melewati batas-batas negara.”®

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah
dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia misalnya memiliki
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan
pada tahun 1989. FINCEN (Financial Crime Intelligence Network) yang dikenal
sebagai Financial Intelligence Unit di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun
1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif
baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Lembaga tersebut antara lain AMLO
(Anti Money Laundering Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit
Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, STRO
(Suspicious Transaction Reports Office) Singapura pada tahun 2000 serta The
Office of Anti Money Laundering di Filipina sejak tahun 2001. Indonesia sendiri
dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002.%

Sejarah singkat pembentukan PPATK di Indonesia diawili dengan didirikan The
Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) pada tahun 1997 yang
merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand.
Saat ini memiliki 41 anggota dan sejumlah international and regional observers.
Beberapa organisasi internasional kunci yang berpartisipasi dan mendukung,
upaya APG di wilayah ini termasuk Financial Action Task Force, Internasional

Moneter Fund, Bank Dunia, OECD, United Nations Office on Drugs and Crime,

2% Yunus Husein, Op. cit. Makalah 2013.
* |bid
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Asian Development Bank and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Anggota APG berkomitmen untuk pelaksanaan yang efektif dan penegakan
standar-standar yang diterima secara internasional terhadap pencucian uang dan
pendanaan terorisme, khususnya 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus
tentang Pembiayaan Teroris dari Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF). Indonesia meratifikasi The UN Convention Against lllicit
Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian
melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan
penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan
untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan
mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasikan,

melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.®

Indonesia pada tahun 2002 menjadi anggota Asia Pasific Group on Money
Laundering. Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni 2001 mengeluarkan Peraturan
Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Know Your Customer yang
mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau
profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan
dilakukan analisis olen Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank
Indonesia. Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai
kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries
and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang

2 http://www.ppatk.go.id/, Sejarah Pembentukkan PPATK, diakses tanggal 01 Maret 2014
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dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan
money laundering. FATF pada bulan Oktober 2001 mengeluarkan 8 Special
Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal

dengan counter terrorist financing.?

Pemerintah pada tahun 2002 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan
pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pemerintah Rl mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. | Gde Made Sadguna
sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan
Keputusan Presiden No. 201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember

2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung R1.%

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada tanggal 13 Oktober 2003 mengalami perubahan dengan disahkannya
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. PPATK diresmikan oleh Menteri
Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20
Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh dan

berkantor di Gedung Bank Indonesia.?

Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan
rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun

2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah Rl membentuk Komite Koordinasi

% http://www.ppatk.go.id/, Sejarah Pembentukkan PPATK, diakses tanggal 01 Maret 2014
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Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite
TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil
Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota
Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank
Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah Kkebijakan
penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya

penanganan pencegahan dan pemberantasannya.?®

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada Bulan Juni 2004
menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi terorisme.
Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, perlu
dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya
melawan pendanaan teroris. Pemerintah mengangkat tiga Wakil Kepala PPATK
lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, vyaitu: Priyanto Soewarno yang
membidangi administrasi: Susno Duaji, membidangi Hukum dan Kepatuhan;
Bambang Setiawan, membidangi Teknologi Informasi. Ketiga Wakil Kepala
PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI

pada tanggal 29 Agustus 2004.*°

2 http://www.ppatk.go.id/, Sejarah Pembentukkan PPATK, diakses tanggal 01 Maret 2014
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Indonesia pada Bulan Februari 2005 berhasil keluar dari daftar hitam Non
Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on
Money Laundering (FATF). Pada tanggal 8 November 2006, Yunus Husein

diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010.%

Pemerintah dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan
menguatkan keberadaan PPATK pada tahun 2010 mengesahkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,

disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010.

Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan
mendesak terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana lain, serta dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk
menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan
pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Lebih dari itu Undang-Undang
ini mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme atau yang dikenal “FATF Revised 40+9 Recommendations”.*?

31 http://www.ppatk.go.id/, Sejarah Pembentukkan PPATK, diakses tanggal 01 Maret 2014
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B. Tugas dan Wewenang PPATK

PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia yang
mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa PPATK dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari
campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK bertanggung jawab
kepada Presiden. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. PPATK wajib menolak
dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam
rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK berkedudukan di Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam hal diperlukan, perwakilan

PPATK dapat dibuka di daerah.

PPATK berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
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d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang

berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PPATK berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan

bahwa dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK

berwenang:

a.

Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah
dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan
informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta
yang menerima laporan dari profesi tertentu;

Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
dengan instansi terkait;

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan
tindak pidana pencucian uang;

Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi dan forum
internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang;

Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang;
dan

Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang.

PPATK berdasarkan Pasal 41 ayat (2) menyatkan bahwa penyampaian data dan

informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan

kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan

informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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PPATK dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem

informasi. PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK

berwenang:

a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak
Pelapor;

b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak
pidana pencucian uang;

c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban
pelaporan;

f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha
Pihak Pelapor; dan

g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi

Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

PPATK sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam

rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

a.
b.
C.

Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan
hasil analisis PPATK;

Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari
instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta,
baik di dalam maupun di luar negeri;

Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya
dugaan tindak pidana pencucian uang;

Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;

Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau
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dokumen elektronik sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
Undangan;

i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh
atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil
tindak pidana;

J- Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian
Uang;

k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

I.  Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

C. Tinjauan Tentang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di
Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan
memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin
oleh Ketua KPK Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni

Zulkarnain, Bambang Widjojanto, Busyro Mugoddas, dan Adnan.*

Badan pemberantasan korupsi di masa Orde Lama tercatat dua kali dibentuk.
Pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini
disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H.
Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan
Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data
mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah

ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi

% http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberatasan_Korupsi, diakses tanggal 01 Maret 2014
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keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara
langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi
langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir
tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya

kepada Kabinet Djuanda.*

Melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H.
Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan
Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru
yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat,
yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-
perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan

praktek korupsi dan kolusi.®

Alasan politis kembali menyebabkan terhambatnya, seperti Direktur Utama
Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum
ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi
ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih
Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya
oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat
Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu

oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan

3 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberatasan_Korupsi, diakses tanggal 01 Maret 2014
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bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi pada masa

Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.*

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967,
Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas
korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu
seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan
Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung, namun ternyata ketidakseriusan TPK
mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk
Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan
berwibawa, seperti Prof Johannes, 1.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A.
Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog,

CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.*’

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa kekuatan ketika hasil temuan atas kasus korupsi
di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya
posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana
Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib)
dengan tugas antara lain juga memberantas Kkorupsi. Perselisihan pendapat
mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di
kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan
pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin

menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.®

% http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberatasan_Korupsi, diakses tanggal 01 Maret 2014
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Usaha pemberantasan korupsi di era reformasi, dimulai oleh B.J. Habibie dengan
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut
pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas
Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden
berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas
korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung,
TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN,
dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur
masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya,

KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.*

D. Tugas dan Wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK merupakan lembaga
negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi
dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya, berasaskan pada:*°

% http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberatasan_Korupsi, diakses tanggal 01 Maret 2014
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a. Kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara
hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-Undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Keterbukaan. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif ~ tentang  penyelenggaraan  negara  dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.

c. Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-Undangan yang berlaku.

d. Kepentingan umum. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.

e. Proporsionalitas. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan

tindak pidana korupsi;
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b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi;

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi;

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam hal melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana yang dimaksud
dalam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi;
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak
pidana korupsi;
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi yang terkait;
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana

korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melaksanakan tugas supervisi
berwenang pula melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap
instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan

pelayanan publik.
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KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau
penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh
berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan tersangka dan seluruh
berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dilakukan
dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan, sehingga segala
tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut

beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dan seluruh
berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan sebagai berikut:
a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau
tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari

eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
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f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,
penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberitahukan kepada penyidik atau
penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang
ditangani jika ditemukan salah satu alasan sebagaimana yang dimaksud di atas.
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian

negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang
bepergian ke luar negeri;
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,

terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
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e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa
kepada instansi yang terkait; menghentikan sementara suatu transaksi
keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan
sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki
oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang
cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa;

g. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti
di luar negeri;

h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam

perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

E. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan
hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta
kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.**
Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) secara populer dapat

dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan

* NTH Siahaan, Op.cit, him. 7
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perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh
organisasi kriminal (organized crime) maupun individu yang melakukan tindakan
korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan
menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak
pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah
tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.** Keterlibatan
perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

1. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe

deposit box;

Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro;

Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;

4. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada

bank yang bersangkutan;

Penggunaan fasilitas transfer atau eft;

6. Pemalsuan dokumen-dokumen I/c yang bekerjasama dengan oknum
pejabat bank terkait; dan

7. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

wmn

o

Non-bank financial institution juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi
para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa
tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan
dengan mempergunakan lembaga keuangan non bank sebagai sarana pencucian
uang. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para
pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi
misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan
suatu tahapan melakukan penempatan (placement) dan sekaligus memuat unsur
layering dan integration. Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang

(money transfer), placement pada lembaga pembiayaan dan venture capital serta

*2 Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak
Pidana Pencucuian Uang, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3, 2003, him. 26
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pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (leasing) merupakan
modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan

menggunakan non-bank financial institution.*®

Secara sederhana terdapat tiga tahap dalam proses pencucian yaitu:
1. Placement (penempatan)
Tahap ini merupakan menempatakan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas
kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem
keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian
uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan melalui
penyeludupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang yang
diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam
deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan menstranfer ke dalam valuta
asing. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:
a. Menempatkan dana pada bank;
b. Menyetorkan uang pada bank pada bank sebagai pembayaran kredit
untuk mengaburkan audit trail;
c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas
menjadi kredit pembiayaan; dan
e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah yang nilainya tinggi/mahal sebagai

penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan
melalui bank atau perusahaaan jasa keuangan lain.**

* Yunus Husein, Op.cit, him. 28
* Ibid. HIm. 29
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2. Layering.

Diartikan sebagai memindah-mindahkan hasil kejahatan dari suatu tempat ke
tempat lainnya dengan maksud agar sumber dan pemiliknya dapat dikaburkan
(pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif).

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (layering).*®

Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya
menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut,
misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau
dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali, memecah-
mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya,
menstranfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi
derivatif, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut
bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan
lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan
sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta
kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan
usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa
kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang
kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi. Bentuk kegiatan ini, antara
lain:

a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain;

b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi

yang sah; dan

*® Yunus Husein, Op.cit, him. 30
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c. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan

usaha yang sah.

3. Integration

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah
melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang
tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini
akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya dan tahap inilah kemudian uang kotor itu

tercuci. 6

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia, diatur secara yuridis dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang
dibedakan dalam tiga tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, yaitu:

a. Pertama tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

*® Yunus Husein, Op.cit, him. 31-32
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Kedua tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap
Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut
dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun,
dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketiga dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana
pencucian uang Yyang dikenakan kepada setiap orang yang
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun

dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni

dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda

paling banyak 10 miliar rupiah. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

oo o

korupsi;

penyuapan;

narkotika;

psikotropika;
penyelundupan tenaga kerja;
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penyelundupan migran;

di bidang perbankan;

di bidang pasar modal;

di bidang perasuransian;

kepabeanan;

cukai;

perdagangan orang;

. perdagangan senjata gelap;

terorisme;

penculikan;

pencurian;

penggelapan;

penipuan;

pemalsuan uang;

perjudian;

prostitusi;

di bidang perpajakan;

di bidang kehutanan;

di bidang lingkungan hidup;

di bidang kelautan dan perikanan; atau

tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun
atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum
Indonesia.

NS XS<ET®YTQDOS3I—xT—JQ@h

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,
organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.



